
WALi KOTA BANDUNG 

PROVINS! JAWA BARAT 

KEPUTUSAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR: 420/Kep. 613-Disdik/2024 

TENTANG 

( SALINAN] 

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN 

DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN 

Menimbang 

Mengingat 

PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG 

WALi KOT.A BANDUNG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kcbudayaan, Risct, dan 

Teknologi. Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, 

maka perlu menetapkan Keputusan Wall Kota tenta.ng 

sktuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah 

l)ota Bandung; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalarn Daerah latimewa Jogjakarta (Betita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota­

kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistcm Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 781 Tambahan Lembaran 

Negara Repu bli.k Indonesia Nomor 4301 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemcrintahan Daerah (Lemba.ran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 

telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang­

Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peratura.n Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamba.han Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pcncegahan dan 

Pcnanganan Kekcrasan di Lingkungan Satuan Pcndidi.kan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

595); 

6. Pcraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bandung (Lembara.n Daerah Kota Bandung Tabun 

2016 Nomor 08) acbagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pcruba.han At.as Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3}; 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 
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7. Peraturan Daeran Kot.a Bandung Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Peogelolaan dan Penyelengsaraan PendJdikan 

(Lembaran Daerah Kot.a Bandung Tahun 2018 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Satuan Tugu Pencegahan dan Penanpnan Kekerasan df 

Ungkungan Satuan Pendldikan pada Pem~rintah Dacrah 

Kota Bandung. 

Susunan keanggotaan, uraian tugas Satuan Tugas 

aebagaimana dimaksud dawn Ddctum KESATU, tercantum 

dalam Lampi.ran I dan Lampiran H yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputuaan Wali Kota ini. 

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalarn Diktum 

KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. melakukan pencegahan dan penanganan kasua 

kekeraaan pada Satuan Penclidikan di Kota Bandung; 

b. membina, mendampingi, dan mengawaai Tim Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan 

Dasar di Kota Bandung; 

c. memfaailitasi Tim Penceg,ahan dan Penanganan 

Kekeraaan untuk berk.oordinaai dengan: 

1. Dinas terkait; 

2. Lembaga layanan; 

3. Ahh; dan/atau 

4. Pihak terkait 

yang dibutuhkan dawn pencephan dan penanganan 

Kekeraaa.n dJ lingkungan Satuan Pend1dikan; 

d. memastlkan pemenuhan bak pendfdikan atas Peserta 

Did1k yang terlibat Kekeraaan di Kota Bandung berupa: 

1 pemberian jaminan layanan pendidikan baga Peaerta 

Did1k; dan 

2. koordinasi dengan pthak terkait dalarn penyedia.an 

aksea layanan pendidikan 



KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 
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e. memfu.alHtaeJ pem~nuhM h,ak pendidJk8J1 aw anltk YMI 
berhadapan dengo.n hukum, benrpo; 

1. pmnbertan rekomendui tayanan pendldfkan fWtk 

kepada aparat penepk hukum, 

2. pemeta.an aumber daya untuk mendukung 

pendldfkan anak 1elama menjalan1 proses peradilan 

at.au oelama menjalani putuun/penetapan 
pengadilan; dAn 

3. koordfnasi dengan pihak terk~dt dalam penyediaan 

aksee layanan pendidikan. 

f. melakukan pemanta.uan dan evaluasf pelalcsanaan 

pencegahan dan penanganan kek.eruan di Jingkungan 

Satuan Pendidikan minimal 1 (aatu) kaJi dawn 1 (u.tu) 

tahun; 

g. melaporkan hasil pe-mantauan dan evaluaai kepada Wah 

Kota melaJui Kepala Dinaa Pendfdikan aetiap J (aatuJ kaU 

dalarn 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 

Satuan Tugas memiliki masa tugs.a eelama 4 (empat} tahun. 

Dalam melaksanakan tugaa dan fungsi &eba.gaimana 

dimakeud dalaJn Diktum KETIGA, koordinator Satuan Togas 

bertanggung jawab kepada Wali Kot.a melalui Kepala Dinaa 

Pendidikan Kota Bandung. 

Biaya pelaksan.aan atas Keputusan Wali Kora ini dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kot.a 

Bandung. 

Keputuaan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangga.1 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 2 Mei 2024 

~.WALJKOTABANDUNG 

TIO. 

BAMBANG TlRTOYULIONO 

Salinan sesuai dengan aalinya 
~AOIAN HUKUM 

PAD ►C..la..l""~~~"---- AERAH KOTA BANDUNG, 

N ARIEF SH. 
na 

~ 11}'. Ll ~ 04 200604 1 002 



LAMPlRAN I 

KEPUTUSAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 420/Kep. 613-Disdik/2024 

TENTANG 

SATUAN TIJGAS PENCEGAHAN DAN 

PENANGANAN KEKERASAN DI 

LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN 

PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA 

BANDUNG 

SUSUNAN KEANGGOTMN 

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN 

DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDlKAN Dl KOTA BANDUNG 

Pembina 

Pengarah 

Penanggung Jawab 

Koordinator 

Sekretaris 

Anggota 

Bidang Pencegahan 

Wali Kota Bandung 

Sekretaris Daerah Kota Bandung. 

Kepala Dinas Perul.idikan Kota Bandung. 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan 

Pendidik dan Tenaga Kependidilcan pada Dinas 

Pendidikan Kota Bandung. 

1. Kepala Bidang Pembinaao dan 

Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas 

Pendidikan Kota Bandung; 

2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan clan Perlindungan Anak; 

3. Subkordinator/Tim Kelembagaan clan 

Peserta Didilc pada Bidang Pembinaan dan 

Pengembangan Sekolah Dasar Dinas 

Pendidikan Kota Bandung; 

4. Subkordinator/Tim Kelembagaan clan 

Peserta Didik pada Bidang Pembinaan dan 

Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 

Dinas Pendidikan Kota Bandung; 



Bidang Penanganan 
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5. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 

pada Bidang Pembinaan dan 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pend id il<an Masyarakat Dmas 

Pendidikan Kota Bandung. 

6. Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah; 

7. Pengurus Musyawarah Kerja Kepala 

Sekolah; 

8. Pengurus Forum Komunikasi Kepala 

Sekolah Sekolah Dasar; 

9. Pengurus Forum Komunikasi Kepala 

Sekolah Sekolah Menengah Pertama; dan 

10. Pranata Humas pada Dinas Pendidikan 

Kota Bandung. 

1. Kepala Bidang Pembinaan dan 
Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 
Dinas Pendidikan Kota Bandung; 

2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada 
Dinas Sosial Kota Bandung; 

3. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Penclidikan Masyarakat pada Bidang 
Pernbinaan dan Pengembangan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 
Kota Bandung; 

4. Kepala Seksi Pendidik dan 
Kependidikan Sekolah Menengah 

Tenaga 

Pertama 
pada Bidang Pembinaan dan 
Pengembangan Pendiclik dan Tenaga 
Kependidikan Dinas Pendidikan Kota 
Bandung; 

5. Subkordinator/Tirn Pendidik Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar; 

6. Kaaubag Umum dan Kepegawaian pada 
Sekretariat Dinas Pendidikan Kota 
Bandung. 
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dan Evaluasi 
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7. Pen gurus Unit Layanan Disabilitas Dinas 

Pendidikan Kota Bandung; 

8. Kelompok Kerja ROOTS Dinas Penclidikan 

Kota Bandung; 

9. Kclompok Kerja PANDAWA Dinas 

Pendidikan Kota Bandung; 

10. PerwakiJan Kepa.la Sekolah Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

11. Perwakilan Kepala Sekolah Taman Kanak • 

kanak; 

12. Perwakilan Kepala Sekolah Dasar; 

13. Perwakilan Kepala Sekolah Menengah 

Perta.ma; 

14. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar; 

15. Pengurus Kelompok Kerja Guru; 

16. Pengurus Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran; dan 

17. Pengurus Musyawarah Guru Bimbmgan 

dan Konseling; 

1. Kepala Bidang Pem binaan dan 

Pengembangan Pendidikan Anak U sia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat Dinas 

Pendidikan Kota Bandung; 

2. Koordinator Penilik; 

3. Koordinator Pengawas Taman Kanak-kanak; 

4. Koordinator Pengawas Sekolah Dasar, clan 

5. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah 

Pertama. 

Pj. WALi KOTA BANDUNG 
TID. 

BAMBANG TIRTOYULIONO 

:2=;:;:se~suai dengan aslinya 
'BAGIAN HUKUM 

PADA ~l,:,C.~~-nY•l;,-'DAERAH KOTA BANDUNG, 

\ 

N ARIEF SH 
a 

604 200604 1 002 



LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 420/Kep. 613-Disdik/2024 

TENTANG 

SATUAN TUGAS PENCEOAHAN DAN 

PENANGANAN KEK.ERASAN DJ 

LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN 

PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA 

BANDUNG 

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN 

KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN 

PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG 

A. Pembina 

Melakukan pembinaan dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan 

kekerasan yang dilakukan oleh SatuanTugas (Satgas) pada Satuan 

Pendidikan di Kota Bandung. 

B. Pengarah 

Mengarahkan Satgas dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan 

kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kota Bandung. 

C. Penanggung Jawab 

1. mengusulkan Peraturan Wali Kota yang mendukung pencegahan dan 

penanganan kekeraaan di lingkungan Satuan Pendidikan; 

2. mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan kekerasan 

di lingkungan Satuan Pendidikan kedalam agenda prioritas kebijakan 

Peme.rintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan kewenangan; 

3. melakukan koordinasi lint.as sektor dalarn melaksanakan pencegahan 

dan penanganan kekerasan di hngkungan Satuan Pendidikan sesuai 

kewenangan; 

4. rnelibatkan masyarakat dalam penguatan tata kelola; 
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5. melakukan sosialisasi kebija.kan dan program terkait pencegahan dan 

penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dan 

pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi penyandang disabilitas 

minimal satu kali dalam satu tahun; 

6. mcnyelenggarakan pelatihan bagi Tim Pcncegahan dan Penanganan 

Kekerasan (TPPK) dan Satgas dalam melaksanakan penccgahan dan 

penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

7. mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanganan 

kekerasa.n di lingkungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung scsuai dengan kewenangan. 

D. Koordinator 

1. memfasilitasi dan membina Satuan Pendidikan dalam melaksanakan 

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan 

Pendidikan; 

2. melakukan koordinasi lint.as scktor dalam mclaksanakan 

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan 

Pendid.ikan scsuai kewenangan; 

3. melakukan pemantauan dan evaluasi mirumal 1 (satu) kali dala.m 1 

( sa.tu) tah un terhadap pelaksanaan pedoman pencegahan dan 

penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Kota 

Bandung; 

4. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan Satuan 

Pendidikan kcpada Wali Kot.a melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Bandung; 

5. mengikuti pelatihan dengan menggunakan modul pelatihan dari 

Kementerian dan/ata.u bahan pelatJban lainnya yang diterbitkan oleh 

Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi perlindungan 

anak dan perempuan. 

E. Sckretaris 

1. membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan 

Satuan Penclidikan; dan 

2. mengikuti pelatihan dengan menggunakan modul pelatihan dari 

Kementerian dan/atau bahan pelatihan lainnya. 
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F. Anggota 

Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan 

dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai 

kewenangan serta memfasilitasi dan mendukung TPPK dalam 

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan 

Pendidikan sesuai kewenangan. 

Bidang Pencegaban 

1. melakukan koorclinasi dengan pihak terkait baik dalain proses 

perencanaan dan penyusunan usulan program maupun dalam 

pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan 

Satuan Pendidikan; 

2. mengelola data kekerasan dan pembinaan pengelolaan data 

kekerasan bagi TPPK. dalam menjalankan tugas mengelola data 

Kekerasan; 

3. menyediakan petugas untuk mengelola data pelaporan kasus 

kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; 

4. melakukan kegiatan peningkatan kapasitas TPPK untuk mengelola 

data kasus kekerasan, mulai dari mencatat dan menyimpan ke 

sistem informasi hingga memanfaatkan untuk perumusan kebijakan 

di tingkat daerah. 

Bidang Penanganan 

1. memberikan pendampingan baik ketika menangani sendiri laporan 

kekerasan maupun ketika diminta bantuan oleh TPPK; 

2. memberikan pendampingan berupa fasilitasi penyediaan layanan 

konseling, kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau 

bimbingan sosial dan rohani; dan 

3. memperhatikan kebutuhan penyandang clisabilitas dalam pemberian 

pendampingan apabila korban atau saksi merupakan penyandang 

clisabilitas. 

Bidang Pemantauan dan Evaluasi 

1. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendiclikan minimal 1 (satu) 

tahun kali dalam 1 (satu) tahun; 

2. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi secara partisipatif. 
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3. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan sebagai bagian dari laporan pertanggung 

jawaban pelakaanaan tugaa Satgaa kepada Kepala Dinas Pendidikan 

setiap 1 (aatu) kali daJam 1 (satu) tahun melalui kordinator Satgas 

Pencegahan dan Penanganan Kckeraaan di Lingkungan Satuan 

Pendidikan di Kota Bandung; dan 

4. menyajikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada pihak-pihak 

tertentu apabila dibutuhkan. 

~~~se~suai dengan aslinya 
AGIAN HUKUM 

s.-----.O ~ ERAH KOTA BANDUNG, 

RIEF S.H. 

91'6o604 200604 1 002 

Pj. WALi KOTA BANDUNG 

TIO. 

BAMBANG TIRTOYULlONO 



{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



